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ABSTRAK 

Kematian seringkali datangnya secara mengejutkan. Seseorang yang telah 

meninggal akan meniggalkan banyak tanggungjawab kepada yang masih hidup, 

terutama tentang harta yang ditinggalkannya. Seringkali harta menjadi persoalan 

tersendiri bagi manusia dan tak jarang yang mengakibatkan pembunuhan. Islam 

memberikan solusi yang baik atas pembagian harta yang ditinggal mati oleh 

pemiliknya. Mengenai pembagian harta warisan sudah diatur dalam firman Allah 

diantaranya pada al-Qur’an surah an-Nisā’ (4): 12, an-Nisā’ (4) : 176 dan terdapat 

juga dalam Hadis.Walaupun begitu, banyak masyarakat yang tidak membagi harta 

warisan bedasarkan hukum Kewarisan Islam. Pada masyarakat Giyombong, 

mereka menggunakan cara pembagian harta warisan secara hukum adat yang 

sudah berlaku sejak lama dan turun temurun hingga saat ini. Jika dalam Hukum 

kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris 

meninggal dunia, beda halnya dengan masyarakat Giyombong, mereka membagi 

harta warisan sebelum orangtua (pewaris meninggal dunia). Yang menjadi pokok 

maslah disini adalah: 1) bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat 

Giyombong. 2) faktor apa yang menyebabkan masyarakat Giyombong 

membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia. 3) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat 

Giyombong. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan 

penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang merupakan penelitian 

dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada 

untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Untuk 

mendapatkan data yaitu primer dan sekunder, dilakukan dengan cara interview 

kepada masyarakat di Desa Giyombong. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif, yaitu berlandaskan  al-Qur’an dan Hadis. 

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa 

masyarakat Giyombong melakukan pembagian warisan sebelum orangtua 

meninggal dunia, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah. 

Bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan adalah sama, mereka 

tidak membedakan, karena pembagian seperti itu dianggap yang paling adil. 

Faktor yang menyebabkan orangtua membagikan hartanya sebelum meninggal 

adalah karena mereka mengikuti tradisi nenek moyangnya terdahulu, selain itu 

juga untuk menghindari terjadinya perselisihan dan percekcokan diantara ahli 

waris. Sehingga menurut analisis hukum kewarisan Islam, adat pembagian harta 

peninggalan pada masyarakat Giyombong tidak dapat dibenarkan karena tidak 

sesuai dengan  hukum kewarisan Islam. 
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MOTTO 

 

 " خَيرُ كُم مَه تعََلَّمَ القرُآنَ وَ عَلَّمَهُ "

“Sebaik-baik Orang Adalah Orang Yang Belajar al-Qur’an dan 

Mengamalkannya” 

 

((Biarlah orang lain menjalani kehidupan yang kecil, tapi kamu jangan 

Biarlah orang lain membicarakan hal-hal yang kecil, tapi kamu jangan 

Biarlah orang lain bercita-cita kecil, tapi kamu jangan)) 

 

“Capailah cita-citamu sampai orang lain tidak bisa mencapainya” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Bā’ b be ب

 Tā’ t te ت

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm j je ج

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā’ kh ka dan ha خ

 Dāl d de د

 Żāl ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā’ r er ز

 Zāi z zet ش

 Sīn s es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g ge غ

 Fā’ f ef ف

 Qāf q qi ق

 Kāf k ka ك

 Lām l el ل

 Mīm m em و

 Nūn n en ن

 Wāwu w w و

 Hā h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Yā y ye ي

 

B. Konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap dan ta’ marbbutah di akhir 

kata 

 ditulis muta’addidah يتعدّدة

 ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Vokal pendek dan panjang 

 ditulis fa’ala فعم

 ditulis yajlisu يجهس

 ditulis yażhabu يرهة

 ’ditulis karāmah al-auliyā كساية الأونياء

 ditulis al-karīm انكسيى

 ditulis furūḍ فسوض
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KATA PENGANTAR 
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اللهم صل على حبيبك سيدوا ححمد  على آل سيدوا ححمد اللهم صل  سلم  بارك الله.  لرسو

 علي    على ال .
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab dalam membagi harta warisan 

berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang 

mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, bahwa anak yang belum dewasa 

dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat dari harta 

peninggalan orang yang meninggal dunia. Anak-anak yang belum dewasa dan 

kaum perempuan dianggap tidak pantas menerima warisan. Bahkan mereka 

beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai 

warisan dan boleh berpindah tangan dari ayahnya kepada anaknya.
1
  

Setelah Islam datang, Islam telah menyempurnakan kewarisan pada zaman 

jahiliyah di mana Islam telah menjunjung tinggi hak-hak anak-anak, perempuan 

dan janda. Dalam Islam semua anak yang belum dewasa, anak perempuan atau 

kaum perempuan, semuanya berhak mendapatkan bagian harta warisan. 
2
 

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum 

kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu sistem hukum 

kewarisan perdata barat (Eropa), sistem hukum kewarisan adat, dan sistem hukum 

kewarisan Islam. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum 

kewarisan ajaran Ahlul Sunnah Wal-jamaah (Mażhab Syafi‟i, Hanafi, Hanbali

                                                           
1
 Mardani,  Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 15. 

 
2
 Ibid., hlm.17. 
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dan Maliki), tetapi yang paling dominan di antara 4 mażhab tersebut adalah 

menganut ajaran dari Syafi‟i di samping ajaran Hazairin.
3
 

Kewarisan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, 

sedangkan hukum adalah bagian dari ajaran Islam yang pokok.
4
 Hukum 

kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan amat 

penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang 

berlaku dalam masyarakat itu. 
5
 

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang 

mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan 

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
6
 

Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam bersumber pada beberapa ayat Al-

Qur‟an yang di dalamnya menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum 

yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Di 

dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, 

dimana pembagian harta waris bisa terjadi akibat hubungan kekerabatan dan  

perkawinan. 

                                                           
3
 Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

1992), hlm. 1. 

 
4
 Ali Rahman, Kewarisan dalam al-Qur‟an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 

hlm.1. 

 
5
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur‟an dan Hadis, ( Jakarta: Tinta 

Mas, 1982),  hlm. 11. 

 
6
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademi Presindo, 1982), hlm. 155 
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Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris dilakukan setelah 

pewaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan pada waktu pewaris masih 

hidup adalah bukan pewarisan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, 

apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan 

kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.
7
  

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di dunia ini. Namun, 

demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau 

daerah telah memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.
8
 Adanya 

perbedaan dari masing-masing daerah tersebut telah mempengaruhi bentuk dan 

sistem hukum, sehingga dalam pembagian harta kekayaan terdapat 

keanekaragaman sistem yang digunakan. 

Masyarakat Islam, dalam hal ini masyarakat Desa Giyombong dalam 

beberapa hal cenderung menggunakan tata cara sebagaimana yang dilakukan oleh 

leluhur mereka.Walaupun masyarakatnya taat beribadah dan menjalankan syariat 

Islam, tetapi di sisi lain mereka tetap berpegang teguh terhadap adat istiadat yang 

dilakukan oleh pendahulu mereka. Pada masyarakat Giyombong, mereka 

melakukan pembagian warisan sebelum orangtua meninggal dunia. Dalam 

pembagiannya, mereka tidak membedakan-bedakan antara anak laki-laki dan 

perempuan. Harta yang dibagikan kepada anak adalah berupa tanah dan rumah. 

Selain tanah dan rumah, hart seperti perhiasan, ternak, alat transportasi dll tidak 

                                                           
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 32. 

 
8
 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 

hlm. 1. 
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dibagikan karena dipakai untuk pembayaran utang dan perawatan jenazah.  Disini 

dapat dilihat bahwa antara ajaran Islam dengan adat istiadat berjalan 

berdampingan. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa proses pembagian warisan menurut 

hukum Islam, harta warisan seharusnya dibagi setelah pewaris meninggal dunia, 

namun, proses pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo cenderung melakukan 

pembagian menurut adat yang telah ada sejak dulu. Dalam praktiknya, masyarakat 

Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo membagi harta 

warisan dengan cara musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam hal 

ini, penyusun ingin melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana cara 

pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Giyombong 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dan bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap praktik pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal 

dunia yang dilakukan oleh masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno 

Kabupaten Purworejo.  

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka 

pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana praktik pembagian harta peninggalan sebelum orangtua 

meninggal di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo 

dan siapa saja yang berhak mendapat harta warisan? 
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2. Faktor apa yang menyebabkan orangtua di Desa Giyombong, Kecamatan 

Bruno, Kabupaten Purworejo membagi harta peninggalan sebelum 

meninggal? 

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta 

peninggalan sebelum orangtua meninggal dunia di Desa Giyombong 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pembagian harta warisan di  

Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan siapa 

saja yang berhak mendapatkan harta warisan. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang 

menyebabkan masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno 

Kabupaten Purworejo melakukan pembagian harta peninggalan 

sebelum pewaris meninggal dunia. 

c. Untuk mengkaji secara mendalam tinjauan hukum Islam tentang 

praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
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a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah kewarisan. 

b. Sebagai sumbangsih pemikiran khususnya terhadap masyarakat 

Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan 

umumnya untuk masyarakat Indonesia,  dalam hal kewarisan. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam pencermatan penyusun, sejauh ini telah banyak karya-karya 

ilmiah yang membahas tentang kewarisan, namun penyusun belum 

menemukan suatu karya ilmiah yang membahas tentang Pandangan Hukum 

Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia 

(studi kasus di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo). 

Beberapa literatur di antaranya: 

Karya ilmiah yag berbentuk skripsi yang membahas tentang kewarisan 

di antaranya adalah skripsi Abdul Rachman, yang berjudul “Pelaksanaan 

Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto Kecamatan Brebah 

Kabupaten Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)”. Dalam 

skripsi ini dijelaskan bahwa asas kewarisan yang dipakai di Dusun Gandu 

adalah asas segendong sepikul, yaitu diartikan bahwa anak laki-laki biasanya 

membawa beban yang lebih berat dari pada anak perempuan, maka dari itu 

anak laki-laki diasumsikan mendapat harta yang lebih banyak daripada anak 

perempuan, akan tetapi dalam hal ini tidak akan mempengaruhi bagian yang 
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telah diatur dalam hukum Islam. 
9
 Sebagaimana terlihat dari judul skripsi ini, 

penelitiannya terbatas di dusun Gandu, tidak membahas tradisi pembagian 

warisan di tempat lain. 

Skripsi Budi Kurniati yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan 

Sebelum Orangtua Meninggal Dunia Perspektif Hukum Kewarisan Islam 

(Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen). 
10

 

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembagian harta waris dilakukan ketika 

orang tua atau si pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh 

ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan 

perempuan. Dari aspek pokok masalah terlihat ada kemiripan dengan problem 

penelitian yang penyusun lakukan, namun perbedaan mendasar terletak pada 

lokasi penelitian.  

Skripsi Andri Widiyanto Al Faqih yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasihan Desa 

Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 

Wonokasihan adalah didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikkan 

secara turun temurun, walaupun keseluruhan penduduknya memeluk agama 

                                                           
9
 Abdul Rachman, “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa 

Sendangtirto, Kec.Brebah Kab.Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)”, skripsi  

tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 

 
10

 Budi Kurniati, “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orangtua Meninggal Dunia 

perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
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Islam.
11

 Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah 

lokasi penelitian, penyusun memilih di Desa Giyombong. 

Skripsi Juhadi yang berjudul “Penyelesaian Harta Waris Masyarakat 

Indramayu Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut Juhadi 

menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang 

pada mulanya sebagian dilakukan pada Ulama‟ dan Kyai yang dalam 

perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan 

masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikan 

masalah waris di Pengadilan Agama. 
12

 Dengan demikian penelitian Juhadi 

berbeda lokasinya dengan penelitian yang di lakukan oleh penyusun. 

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, 

penelitian mengenai pembagian harta waris memang sudah banyak dilakukan, 

namun penelitian yang penyusun lakukan secara spesifik dan komprehensif 

membahas pembagian harta warisan di Purworejo belum ada yang 

membahas. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini relatif 

baru dan layak untuk dikaji dalam penelitian skripsi yang berjudul: ”Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan 

Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Giyombong 

Kecamatan Bruno Kabupaten  Purworejo)”.  

                                                           
11

 Andri Widiyanto Al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris 

di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”,  skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). 

 
12

 Juhaidi,” Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum 

Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997). 
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E. Kerangka Teori 

Mawāriṡ adalah jama‟ dari Mīrāṡ, yang dimaksud dengan Mīrāṡ, demikian 

pula irṡ, wirṡ, wiraṡah dan turaṡ, yang dima‟nakan dengan mauruṡ, ialah : Harta 

peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.
13

 

Dalam fiqih klasik, istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan 

dengan hukum kewarisan disebut dengan hukum fara‟id jamak dari lafaẓ 

“fariḍah” dengan makna “mafruḍah” yang artinya adalah bahagian-bahagian 

yang telah ditentukan.
14

 Kata mafruḍah ini terdapat dalam al-Qur‟an,  

نهسجال َصية يًاتسك انٕانداٌ ٔالاقستٌٕ . ٔنهُسآء َصية يًا تسك انٕانداٌ ٔالاقستٌٕ 

يًا قم يُّ أكخس   َصيثا يفسٔضا 
15

 

Mafruḍah pada ayat di atas diartikan bagian yang ditetapkan (bagian yang 

telah dipastikan). Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-

Husain, farāiḍ adalah bagian yang telah ditentukan oleh syari‟at kepada yang 

berhak menerimanya.
16

 Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW : 

                                                           
13

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syari‟at Islam, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 17. 

 
14

 Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam 

dan Fiqih Sunni), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.1 

 
15

 An-Nisā„ (4) : 7 

 
16

 Al-Imam Takiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, Kifayah al-Akhyar, 

(Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim), II: 3. 
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 حديج اتٍ عثاس زضي الله عًُٓا عٍ انُثي صهي الله عهيّ ٔسهى قال أنحقٕا انفسائض تاْهٓا

    فًا تقي فٕٓ لأٔنى زجم ذكس
17

 

Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh pewaris disebut 

muwarrīṡ  ( ) يٕزّث   . Sedangkan yang berhak menerima pusaka dinamakan 

wāriṡ.
18

  

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Hukum 

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagian masing-masing.  
19

 

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah 

dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Hak-hak 

ahli waris telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan sunnah Nabi. Salah satu ayat 

yang mengatur tentang pembagian warisan adalah terdapat dalam QS. An-Nisā‟ 

(4): 11 

دِكُىۡ   نََٰ ۡٔ ُ فيِٓ أَ إٌِ  يُٕصِيكُىُ ٱللَّه َٔ هٍ حهُخُاَ يَا تسََكَ   ٍِ فهََُٓ قَ ٱحُۡتَيَۡ ٕۡ هٍ َسَِاءٓٗ فَ ٍِِۚ فإٌَِ كُ كَسِ يِخۡمُ حَظِّ ٱلۡأَُخيَيَۡ نهِره

ندَ ِۚ  َٔ ٌَ نَُّۥ  ا تسََكَ إٌِ كَا هً دُسُ يِ ا ٱنسُّ ًَ ُٓ ُۡ حِدٖ يِّ ََٰٔ ِّ نكُِمِّ  يۡ َٕ لِأتََ َٔ  
حِدَجٗ فهََٓاَ ٱنُِّصۡفُِۚ ََٰٔ يكٍَُ   فإٌَِ نهىۡ كَاَتَۡ 

                                                           
17

 Imam an-Nawawiy, Sahīh Muslim, edisi Nista (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.52, 

hadis nomor  3028, “bi Syarhi an-Nawawi”, “Bab Faraid.” Hadis dari Ibnu Tawus dari ayahnya 

dari Ibnu Abbas, sanadnya Sahīh. 

 
18

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syari‟at Islam, 

hlm.17 

 
19

 Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum 

Islam dan Fiqh Islam), hlm. 19. 
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 َٔ ٍۢ تعَۡدِ  دُسُِۚ يِ ِّ ٱنسُّ ج  فلَِِيُِّ َٕ ٌَ نَُّٓۥ إخِۡ  فإٌَِ كَا
ِۚ
ِّ ٱنخُّهجُُ اُِ فلَِِيُِّ َٕ زِحَُّٓۥ أتََ َٔ َٔ ندَ   َٔ ُۥ  ٔۡ نهّ صِيهحٖ يُٕصِي تِٓآَ أَ

ىُۡ أقَۡسَبُ نكَُىۡ َفَۡعٗاِۚ فسَِيضَحٗ  ٌَ أيَُّٓ أتَُۡاَؤُٓكُىۡ لَا تدَۡزُٔ َٔ ٍ ٍۗ ءَاتاَؤُٓكُىۡ  ا حَكِيىٗ  دَيۡ ًً ٌَ عَهيِ َ كَا هٌ ٱللَّه ٍِۗ إِ ٍَ ٱللَّه يِّ
20

 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, 

diantaranya adalah: 

1. Orang yang mewariskan (Al- Muwarriṡ) sudah meninggal dunia. Ulama 

membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu: 
21

 

a. Mati yang bersifat haqiqi (mati yang sebenarnya), 

b. Mati secara hukmy, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh 

pengadilan dianggap telah mati, dan 

c. Mati taqdiri (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan 

haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan 

keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat 

terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar 

ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata 

berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain 

namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.  

2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat 

kematian muwariṡ.  
22

 

3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan. 

                                                           
20

 An-Nisā‟ (4): 11 

 
21

 As-Sayyid Sābiq, Fiqih as- Sunnah, (Jl.Beirut: Dar al-Fikr, 1972), III: 426. 

 
22

 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22-23. 
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4. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih 

dekat.
23

 

Hukum kewarisan Islam juga mengandung berbagai asas yang dalam 

beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal 

manusia, antara lain: 

1. Asas Ijbari, yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada 

ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa 

tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. 

2. Asas Bilateral, yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal 

ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah 

pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak 

kerabat garis keturunan perempuan. 

3. Asas Individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara 

perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, 

tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. 

4. Asas Prioritas Keislaman (Hubungan agama sesama muslim), dalilnya hadis 

Nabi Muhammad SAW.:  

ٔسهى قال: لا يسث انًسهى  عٍ أسايح تٍ شيد زضى الله عًُٓا أٌ انُثى صهى الله عهيّ

انكافس ٔلا انكافس انًسهى
24
  

                                                           
23

 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hlm. 30. 

 
24

 Imam an-Nawawiy, Sahī h Muslim, edisi Nista (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.52, 

hadis nomor 3027, “ Bi Syarhi an-Nawawi ”, “Bab Faraid.” Hadis dari Ibnu Uyainah dari Zuhri 

dari Ali Bin Husain dari Amr Bin Usman dari Usamah bin Zaid.  
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Bila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta 

peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai 

warisan.
25

 

5. Asas Keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan 

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam 

hal ini, besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan 

kepada laki-laki yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, 

membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak 

seperti diamanatkan Al-Qur‟an dalam surat al-Baqarah ayat 233. Sedangkan 

kaum perempuan, secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk 

membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin, yang ada 

hanyalah menerima hak dari suami. 

6. Asas semata akibat kematian, yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada 

orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.
26

 

7. Asas integrity (Ketulusan), yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan 

dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat 

dengan aturan yang diyakini kebenarannya. 

8. Asas Ta‟abudi (Penghambaan diri), maksud asas ini adalah melaksanakan 

pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah 

kepada Allah SWT. 

                                                                                                                                                               
 
25

 Ibid., hlm. 28. 

 
26

 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 16. 
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9. Asas Huququl Maliyah (Hak-Hak Kebendaan), yaitu hanya hak dan 

kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. 

Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau 

hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami, istri, jabatan, 

keahlian dalam suatu ilmu dan semacamnya tidak dapat diwariskan. 

10. Asas Huququn Thaba‟iyah (hak-hak dasar), yaitu hak-hak dari ahli waris 

sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru 

lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia 

masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami isteri yang 

belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka dipandang 

cakap mewarisi harta tersebut. 

11. Asas membagi habis harta warisan, yaitu semua harta peninggalan hingga tak 

tersisa adalah makna dari asas ini.
27

  

Selain itu, dalam hukum Islam juga terdapat sebab-sebab seseorang 

mendapatkan warisan, yaitu: 

1. Karena hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan dibagi dua, 

yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan 

yang bersifat hukmy (kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan 

budak). 

2. Hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan 

(menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si 

                                                           
 

27
 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hlm. 6-7.  
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mayit dengan seorang tersebut.
28

 Dijelaskan dalam firman Allah QS. An-

Nisā: 12. 

Apabila harta milik seseorang atau harta yang akan berstatus sebagai harta 

peninggalan dibagi kepada ahli warisnya sebelum pemilik harta  meninggal dunia, 

menurut hukum Islam pembagian tesebut dinamakan hibah )انٓثح(, bukan 

pewarisan.  

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga 

sendiri maupun orang lain) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si mayit, 

sebab sudah dibuat sewaktu si mayit masih hidup dan sudah 

diberikan/diterimakan sewaktu si mayit juga masih hidup. Jika wasiat dibatasi 

maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak dibatasi, 

kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang 

mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu  hanya diperkenankan 

dalam batasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.
29

 

Menurut Zakiah dalam bukunya Ilmu Fiqih, disebutkan bahwa hibah tidak 

terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, 

bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya.
30

 Sedangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) 

harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
31

 

                                                           
28

 Ibid., hlm. 28. 

 
29

 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hlm. 131 

 
30

 Zakiah Darajat dkk, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 178. 

 
31

 Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 
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Dalam menetapkan hukum Islam para ulama menggunakan suatu metode. 

Metode yang dimaksud disini adalah cara, teori, atau kerangka konseptual. 

Metode-metode ijtihad dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati 

berlakunya oleh jumhur ulama (fuqaha dan usuliyyin) dan metode yang 

diperselisihkan di antara mereka. Metode yang disepakati berlakunya adalah Ijma‟ 

dan Qiyas, sedangkan metode yang tidak disepakati antara lain: istihsan, istishab, 

maslahah mursalah, „urf dan sadduz dzari‟ah.
32

 

Secara etimologi, „urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat 

diterima akal sehat. Menurut ulama usul fiqh, „urf adalah kebiasaan mayoritas 

masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan.  

Dilihat dari segi keabsahannya, menurut hukum syara‟, „urf dibagi dua: „urf 

sāhih dan „urf fasid. „Urf sahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan nash atau tidak menghalalkan yang haram dan tidak 

membatalkan yang halal, sedangkan „urf fasid adalah kebiasaan yang 

bertentangan dengan nash. 

Mayoritas ulama menerima „urf sebagai metode penetapan hukum Islam, 

sehingga dapat menjadi hujjah. Mereka menyusun kaidah-kaidah usuliyah 

maupun fiqhiyyah yang berhubungan dengan keabsahan „urf, antara lain: 
33

 

 تغيس الاحكاو تتغيس الاشيُح ٔالايكُح

 انخاتت تانعسف كانخاتت تانُص

 

                                                           
32

 Ali Sodiqin, dkk, Fiqih Ushul Fiqih (Sejarah, Metodologi dan Imlementasnya di 

Indonesia), (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 71-72 

 
33

 Ibid., hlm. 82-83 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research)
34

 yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan jalan langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi objek 

penelitian yaitu pada masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno 

Kabupaten Purworejo,  guna mengetahui serta memperoleh data secara 

jelas tentang bagaimana pembagian harta warisan sebelum pewaris 

meninggal dunia.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik,
35

 yaitu 

peneliti menggambarkan permasalahan yang ada pada masyarakat dan 

selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dari hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri 

dari data primer dan sekunder, yaitu: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian.
36

  

                                                           
34

 Atho‟ Mudzhar, Penelitian Agama dan Keagamaan, (Yogyakarta: P3M, IAIN Sunan 

Kalijaga, 1997), hlm.  23. 

 
35

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013), hlm. 36. 
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang 

lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan 

data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.
37

 

4. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah pembagian harta peninggalan yang 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Giyombong 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sedangkan subyek penelitian ini 

adalah masyarakat Desa Giyombong. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah: 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat.
38

 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. 
39

 Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu 

tanya jaawab terarah untuk mengumpulakan data yang relevan. 

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan 

                                                                                                                                                               
36

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57. 

 
37

  Ibid., hlm. 57 

 
38

 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula), 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.69 

 
39

 Ibid., hlm. 88 
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terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi kemungkinan 

adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 

pada saat wawancara dilakukan.  

Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan 

beberapa orang untuk memperoleh data. Di antaranya: 

1)  Kepala Desa, yang dalam hal ini sebagai aparat desa yang 

mengetahui keadaan masyarakat di Desa Giyombong 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. 

2) Tokoh agama, untuk mengetahui pendapat dari perwakilan 

tokoh agama di Desa Giyombong yaitu Bapak Miswanto dan 

Bapak Sabar, dalam hal adat pembagian waris yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Giyombong. 

3) 7 orang yang telah melakukan pembagian warisan, untuk 

mengetahui pandangan mereka mengenai adat pembagian 

warisan yang mereka lakukan. 

c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-

dokumen yang ada dikantor kepala desa atau tempat lainnya, sejauh 

data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang 

diteliti.
40

  

6. Pendekatan  

                                                           
40

 Ibid., hlm. 100 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif,
41

 yaitu pendekatan untuk menganalisis praktek 

pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Giyombong 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo mendekati masalah dengan 

melihat dari sisi baik buruknya, benar atau salah menurut norma-norma 

hukum Islam. 

7. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif-

deduktif. 
42

 Kerangka induktif digunakan untuk menganalisis data yang 

sifatnya khusus, yaitu pelaksanaan pembagian kekayaan sebelum orangtua 

meninggal dunia di Desa Giyombong untuk kemudian menarik 

kesimpulan bersifat umum. Sedangkan kerangka berfikir deduktif adalah 

menganalisis data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum, yaitu 

ketentuan hukum kewarisan Islam untuk kemudian menarik kesimpulan 

yang bersifat khusus, apaka pelaksanaan pembagian warisan di Desa 

Giyombong tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada, 

khususnya norma agama.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil 

penelitian secara sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

                                                           
41

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 92. 

 
42
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Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini untuk menghantarkan 

pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi 

bahan untuk pembahasan dari pokok masalah. Dalam pendahuluan ini memuat 

sub bab yang berisi mengenai: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Selanjutnya bab kedua, dalam bab kedua ini dibahas mengenai deskripsi 

hukum kewarisan Islam dan hibah. Dalam bab ini dijelaskan pengertian 

kewarisan, dasar hukum waris Islam, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan 

Islam, sebab-sebab menerima warisan, penghalang menerima warisan, dan 

macam-macam ahli waris serta bagiannya menurut hukum Islam. Selanjutnya 

diuraikan mengenai hibah menurut hukum Islam. Pembahasan ini diuraikan dalam 

bab kedua karena diposisikan sebagai kerangka dasar untuk mengkaji kewarisan 

yang dilakukan masyarakat Desa Giyombong. 

Selanjutnya bab ketiga. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran 

umum mengenai daerah penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat lapangan, maka digambarkan mengenai tradisi kewarisan 

masyarakat Desa Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang 

diawali dengan deskripsi lokasi penelitian,  letak geografis, jumlah penduduk, 

mata pencaharian dan pendidikan, agama dan sosial. Selanjutnya dijelaskan 

tentang pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa 

Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. 
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Bab keempat. Pada bab ini memuat analisis hukum Islam terhadap 

pembagian harta waris sebelum orangtua (pewaris) meninggal dunia di Desa 

Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. 

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini, penyusun 

mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi secara keseluruhan, dan 

selanjutnya ada saran-saran penelitian yang kemudian diakhiri dengan daftar 

pustaka serta beberapa lampiran-lampiran yang dianggap perlu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah mengamati, meneliti dan menyusun tentang peraktik pembagian 

harta peninggalan pada masyarakat Desa Giyombong, Kecamatan Bruno 

Kabupaten Purworejo, maka penyusun  dapat mengambil kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Praktik Pembagian Harta Peninggalan Pada Masyarakat Desa Giyombong 

Pembagian harta warisan pada masyarakat Giyombong dilakukan 

sebelum orangtua meninggal dengan cara musyawarah. Pada masyarakat 

Giyombong ahli waris yang mendapatkan harta warisan adalah anak, baik 

perempuan maupun laki-laki. Bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan 

perempuan adalah sama, yaitu 1:1. 

Harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris adalah berupa 

tanah/pekarangan dan rumah. Selain itu, harta seperti tenak, perhiasan dan 

kendaraan digunakan untuk perawatan jenazah dan pembayaran utang. 

2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Giyombong dalam membagikan 

harta peninggalannya sebelum meninggal adalah: 

a. Karena mengikuti adat dari nenek moyangnya terdahulu. 

b. Menghindari konflik antar pewaris. 

c. Agar anak bisa hidup dengan mandiri. 
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d. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pembagian warisan secara hukum 

Islam 

 

3. Analisis Tentang Praktik Pembagian Harta Peninggalan pada Masyarakat 

Giyombong  

Praktik pembagian harta peninggalan pada masyarakat Desa 

Giyombong tidak disebut sebagai warisan melainkan hibah, karena dalam 

hukum Islam yang dinamakan kewarisan adalah pembagian harta yang 

dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.  

Dalam tinjauan hukum Islam, pembagian warisan atas dasar 

musyawarah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Sehingga hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam selama tidak merugikan 

pihak lain. 

Ahli waris pada masyarakat Giyombong adalah anak, hal ini tidak 

sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum Kewarisan 

Islam ahli waris sudah ditetapkan dalam al-Qur’an.  

Mengenai pembagian yang diterima oleh ahli waris pada masyarakat 

Giyombong antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama (1:1). Hal ini 

tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum 

kewarisan Islam kadar bagiannya sudah ditentukan besarnya, seperti 1/2, 

1/3. 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak 

sama. 
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Berdasarkan analisis di atas, bahwasannya praktik pembagian harta 

peninggalan pada masyarakat Giyombong banyak yang tidak sesuai dengan 

hukum kewarisan Islam. Meskipun praktik tersebut mengandung 

kemaslahatan dan sudah menjadi adat masyarakat setempat (bahwasannya 

sesuatu yang berlaku secara ‘Urf adalah seperti sesuatu yang telah 

disyari’atkan, sehingga adat tersebut dapat dijadikan sumber penerapan 

hukum pada masyarakat setempat), namun karena adat tersebut 

menyimpang dari ketentuan ajaran Islam khususnya masalah kewarisan, 

maka ‘Urf tersebut dianggap sebagai ‘Urf Fasid. Sehingga ‘Urf tersebut 

harus ditinggalkan karena tidak selaras dengan ajaran Islam. 

B. Saran-Saran 

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyampaikan 

beberapa saran kepada masyarakat Giyombong dan kepada pihak yang 

berkompetem dalam bidak kewarisan pada khususnya. Adapun saran-saran 

penyusun adalah sebagai berikut: 

1. Kepada tokoh agama pada masyarakat Giyombong, supaya memberikan 

pemaham kepada masyarakat Giyombong terkait dengan masalah Hukum 

Islam khususnya masalah Kewarisan.  

2. Dalam pembagian warisan hendaklah para orangtua tetap menjaga 

kemaslahatan keluarga, dengan membagi harta secara adil dengan jalan 

musyawarah.  

3. Kepada perangkat desa Giyombong hendaklah tetap membuatkan SPPT 

(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada masyarakat, agar 
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pembagian harta peninggalannya tercatat guna mengantisipasi ada konflik 

dikemudian hari. 

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi 

bersama, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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Lampiran I 

TERJEMAHAN 

 

No. BAB HLM FOOT 

NOTE 

TERJEMAHAN 

1. I 9 15 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, 

dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan 

2. I 10 17 Berikanlah faraid (bagian-bagian yang 

ditentukan) itu kepada yang behak dan 

selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari 

keturunan laki-laki yang terdekat 

3. I 10 20 Allah mensyari’atkan bagimu tentang 

(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, 

yaitu bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan; 

dan jika anak itu semuanya peempuan lebih 

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separuh harta. Dan untuk dua 

orang bapak-ibu, bagi masing-masingnya 

seperenam dari harta yang ditinggalkan jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika 

orang yang meninggal itu tidak ada 

meninggalkan anak da ia diwarisi oleh ibu-

bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; 

jika yang meninggal itu mempunyai 

bebera[a saudara, maka ibunya mendapat 

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut 

diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang 

lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu). 

Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan 

Maha Bijaksana. 

4. I 12 24 Dari Usamah bin Ziad (semoga Allah 

meridhainya) bahwa Nabi SAW  bersabdah: 

seseorang Muslim tidak mewarisi 
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nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi 

seorang Muslim. 

5.  I 16 33 Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum. 

 

Perubahan hukum disebabkan oleh 

perubahan zaman dan tempat. 

 

Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan 

yang ditetapkan melalui nash. 

6. II 24 3 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, 

dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan. 

7. II 24 4 Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita 

ketahui orang yang menerima pusaka, orang 

yang tidak dapat menerima pusaka, kadar 

yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara 

membaginya. 

8. II 24 5 Allah mensyari’atkan bagimu tentang 

(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, 

yaitu bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan; 

dan jika anak itu semuanya peempuan lebih 

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separuh harta. 

9. II 25 6 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari 

harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika 

mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-

istrimu mempunyai anak maka mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 

atau (dan) sesudah dibayar utangnya. 

10. II 25 7 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 

kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan 

kepadamu tentang kalalah yaitu jika 

seseorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai seorang 

saudara perempuan, maka bagi saudaranya 

yang perempuan itu seperdua dari harta 

yang ditinggalkan; dan saudaranya yang 

laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 
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perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. 

Tetapi jika saudara perempuan itu dua 

orang maka bagi keduanya dua pertiga harta 

yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli 

waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan 

perempuan, maka bagian seorang laki-laki 

sebanyak bagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum itu) 

kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

10. II 26 8 Berikanlah faraid (bagaian-bagian yang 

ditentukan) itu kepada yang berhak dan 

selebihnya beikanlah untuk laki-laki dari 

keturunan laki-laki yang terdekat. 

11. II 26 9 Untuk anak perempuan setengah, untuk 

cucu perempuan seperenam, sebagai 

pelengkap sua pertiga, sisanya untuk 

saudara perempuan. 

12. II 26 10 Pembunuh tidak boleh mewarisi. 

13. II 28 12 Saya adalah ahli waris bagi yang tidak 

mempunyai ahli waris. 

 

14. II 38 26 Seseorang muslim tidak mewarisi 

nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi 

seorang Muslim. 

15. II 44 39 Dan memberikan harta yang kamu cintau 

kepada kerabat, anak yatim, orang-orang 

miskin, orang-orang yang dalam perjalanan 

(musafir), peminta-minta, dan untuk 

memerdekakan hamba sahaya. 

16. IV 71 2 Itulah batas-batas hukum Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-

Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam 

surga-surga yang mengalir dibawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 

Dan itulah kemenangan yang agung (13).  

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan 

Rsul-Nya dan melanggar batas-batas 

hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya 

ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya 

dan dia akan mendapat azab yang  

menghinakan. (14) 

17. IV 72 3 Dan urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah antara mereka. 
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18. IV 73 4 Pelajarilah oleh kalian al-Qur’an dan 

ajarkanlah kepada orang lain, dan 

pelajarilah ilmu fara’id dan ajarkanlah 

kepada orang lain, karena sesungguhnya 

ilmu faraid akan hilang. Hampir saja dua 

orang yang berselisih tentang pembagian 

harta warisan tidak menjumpai seorang pun 

yang dapat memberikan fatwa kepada 

mereka berdua. 
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